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TENTANG 

PERUAHAN ATAS PERA'TURAN BUPAT! KUNINGAN NOMOR IO TAHUN 2021 
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAA'TAN DANA KAPITASI JAMINAN 
KESEHATAN NASIONAL PADA FABILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

(KTP] DI KABUPATEN KUNINGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menrbang 

UPATT KUNINGAN, 

a. bahwa dalams rang.kn meningkatkan mutu pelayanan 
esehatan dalamn penyelengsaraan Jaminan Kesehatan 
Nasional disediakan Dana Kapitasi Jaminan Kes hatan 
Nasional pada Fastlitas Kesehatan Tingkat Pertara (FT; 

b. bahwa dengan adanya Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional pada Fasilitas Keschatan Tingkat Pertama (FTP, 
ma.a agar pengelolaan dan pemanfaatannya efektif, efisien 
dan te pat sasaran maa perlu diatur penyelenggarannya, 

e. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bu pati Kuninrgan Noror 10 
Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Peranfaatan Dana 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Faiitas 
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP] Di Kabupaten Kuningan, 
Peraturan Bupati dimaksud sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan se hingga perlu ditinjat kembahi, 

d bahrwa berdasaran pertimbangmn se beg.iraa dima.lud hurufa, 
huruf b dan huruf e, perlu meretapkan Peraturan Burpati tentang 
Perubahan Ats Peraturan Bupati Kuningn Nono 10 Thun 2021 
tentang Pengelolaan dan Peranfaatan Dana Kapitasi Jamin.an 
Kesehatan Nasional pada Fastlitas eschatan Tingkat Pertar 

(FKTP] Di Kabupaten Kuningan 

Lndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat, scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968, 

2. Undang- Undang Noror 1 Tahu 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, 
3. Undang-Undang Noror 33 Tahun 2004 tentang Perimbargun 

euangan Antara Pemerintah Pusat dan Pererintahan Dae rah, 



Undang- ndang Noroor 40 Tahu 2004 te0tang Sister 
Jar~nan Sos.id Nail, 

• Undang-Undarg Noror 36 Tahu 2009 tentaong sch 
6 Undang Undag Noor 24 abun 2041 tentang bad 

feelergra horde Seo.dad 

7 Undarg-Urdang Noor 23 Tahu 204 tentang Fernerintah.on 

Daer.h scbegadrana telah dibah denga Undang. Urda. 
Nono 9 Thun 2015, 

8. Peraturan Pererintah Noor 1 Tahun 201 tent 
engelolean eargan Darrah, 

9. Peraturan Preiden Nornor 12 Tahun 2013 t@tang horn 
Kee hatan; 

I0.eratuan Presidein Nono 32 %hn 2044 tntasng Pergelolean 
da Peranaat Daa apitad Jarman Keehan Na.ion 
Pauda Fasiita Keehata Tlgkt rtar Mike Pererintah 
Doerah. 

1f peeaturan Menteri Keehataen Nore 7f fuhun 20 tentang 
Payna kKeehatan Pd Jain Keh.atan Nasional 

1ferutursee Meteri Keehatan Noor f Tahu 2016 tentang 
fequnan Do Ka pitas horns Kee hat Nasional 
Untuk ht. Pela van.n eehutan daen Duerr.an iyt 
0personal Pad lit Kee hat fin4et pertain. Mil 

ererint.ah Daerah, 
13.Peraturs Menteri Khat Norat Tahu 048 tenth,g 

Stand lf Pelayo Keehan Pala slit.a kKeehatan 
Trgkt Pertara dan F'sh/ta er hart Tie.gt aanjutan 
Dala Peneenggrass Program Jarninn Keet hat.an 

14.fer@tu Darrah Kabupaten Kuning oeo 29hn 2013 
tenag okole Polo.k Pengeolian eangen Dora.h, 

Is.Peraturan Daer.h Kabpaten uningan iornor S T'an 2016 
tentang erabentukn dan Sun fen.gkat Daer.h 
Kabupate uingan, began.a tel.ah fiuba.h dengan 
Peratura Deerah Kabpten Kuning%e Nono 19 fun 
2019, 

16. Peraturn Pupati Kun/nga Nono 14 Tahun 018 tent.an. 
Ketentuan Tat Nakah Dina di Lungrgaen Pererinta.h 
Ka bpten Kuning.n 

1 erturn Durpai Kun/gen DNoror 10 Than 202I tee0tan. 

fen.gelolaasn da leranfata Dana apita harnan 
esehatan Nasal pad fail/ta Ke hate Tigket Pertee 
(KTP Di Kabpaten Kuning 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUA'TT TENTANG PERUBAMAN AT'AS PERA'TURAN 
BUPATT KUNINGAN NOMOR IO TAHUN 2O2I TENTANG 
PENGELOLAAN DAN PEMANAATAN DANA APITAS] JAMINAN 
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGAT 
PERTAMA (PKTP] DI KABUPATEN KUNINOAN 

' 



Pasal l 

Ketentuon Pasal I0 ayat (3) dalam Peraturan Dupat K unin@a n  
Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pernanfaatan Dana 
Ka pitasi Jarinan Keschatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP) Di Kabupaten Kunirgan diubah 
shingga asal I0 berbunyi scbagai benikut 

Pasal 10 

()Dana Kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tinglt 
Pertama (FKTP) dani BPJS diranfaatkan seluruhnya untuk 
a. pembayaran jasa pelayanan kescha tan; dan 
b dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 

(2 Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan keseha tan 
sebagairmana dimaksud pada ayat (l] huruf a untuk tiap 

Fasilitas Keschatan Tingkat Pertama (FKTP ditetaplan 65% 
(enam puluh hima persen) dari penerimaan Dana Kapitasi 

(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional 
pelayanan keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat fl 
huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi 
dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jaa 

pelayanan keschatan se bagaimana dimaksud pada ayat (2] 

sebesar 35% (tiga puluh Lima persen) 

(4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dan 

ayat [) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati 
atas usulan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan: 
a, kebutuhan obat, alat keschatan, dan bahan mne dis  habis  

pakai; 
b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rang.a 

mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan 
perorangan; dan 

e. besar tunjangan yang telah diterira dari Pererintah 
Daerah. 
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Pasal I 

Perot ran Bupat imi mulai berlaku pada tanggal diundangan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah lean 
pengundangan Peraturan BHupati ini dengan penerpatannya 
dalamn Derita Daerah Kabupaten Kuningan 

Ditetapkan di Kuningan 
pada tanggal /$ 4 20T 

Diundangkan di Kuningan 
pada tanggal /9 -- 202 

8EKRETARIS DAERAH 
BUPATEN KUNINGAN, 

, 

DIAN RACHMAT YANUAR 

BERITA DAERAH KAUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 23 

• 


